
23990 | Journal of Innovative and Creativity , 5(2) 2025 

 

Journal of Innovative and Creativity 
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy 

e-mail: journaljoecy@gmail.com 

Faculty of Education 
University of Pahlawan Tuanku Tambusai 

ISSN 2775-771X (Online) 
ISSN 2962-570X (Printed) 

          5 (2) 2025, Page: 23990-24000 

 

 
Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ipilo 

Makmur Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ipilo 
Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara 

 
Nurnandita Ibrahim1, Yahya Antu2, Luthfia Bakari3 

1Ilmu Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo 
Corresponding Author: Nurnandita Ibrahim, e-mail: nurnanditaibrahim@gmail.com1, yahyaantu03@gmail.com2, bakariluthfia@gmail.com3     

   
 

                                      
Published: August , 2025 

ABSTRAK 
 Penelitian ini membahas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ipilo Makmur di Desa Ipilo, Kecamatan 
Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan fokus pada aspek perencanaan, inovasi, dan kerja sama. Latar 
belakang penelitian berangkat dari peran strategis BUMDes sebagai instrumen pembangunan ekonomi desa sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif 
deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes 
Ipilo telah memiliki perencanaan berbasis potensi lokal, meski implementasi masih terbatas pada kapasitas manajerial. 
Inovasi mulai dikembangkan pada sektor pertanian dan peternakan, namun belum optimal dalam menciptakan nilai 
tambah. Kerja sama dengan masyarakat dan UMKM lokal sudah berjalan, tetapi masih bersifat transaksional dan belum 
membentuk kemitraan strategis jangka panjang. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan 
kapasitas manajerial, inovasi berorientasi teknologi, serta jejaring kerja sama yang lebih luas guna menjadikan BUMDes 
Ipilo motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan. 
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PENDAHULUAN 
  Pembangunan ekonomi desa merupakan salah satu agenda utama dalam strategi 
pembangunan nasional Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, pemerintah menekankan pentingnya kemandirian desa dalam mengelola potensi lokal 
yang dimiliki. Salah satu instrumen utama yang digagas adalah pembentukan Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes), yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat 
(Hayati 2021; Triyo, Haryono, and Irwantoro 2020). BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai 
lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat, tetapi juga sebagai lembaga komersial 
yang berorientasi pada keuntungan dari pengelolaan sumber daya lokal (Vidinata, 2025). 
  Berbagai penelitian menunjukkan bahwa BUMDes dapat memberikan kontribusi nyata 
terhadap peningkatan pendapatan asli desa (PADes), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan 
taraf hidup masyarakat pedesaan. Misalnya, Sari (2020) menegaskan bahwa BUMDes berperan 
signifikan dalam memperluas basis ekonomi lokal, sementara Adelia et al. (2025) menekankan 
fungsinya sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, temuan lain memperlihatkan 
bahwa keberhasilan BUMDes sangat bervariasi. Sebagian besar mengalami hambatan dalam aspek 
manajerial, rendahnya inovasi usaha, serta keterbatasan kemitraan dengan pihak eksternal 
(Setianingsih & Abduh, 2025). 
  Jika dikaitkan dengan teori internasional, efektivitas pengelolaan lembaga ekonomi berbasis 
komunitas seperti BUMDes dapat dijelaskan melalui perspektif resource-based view (Barney et al., 
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2021), yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya internal maupun eksternal untuk 
menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Selain itu, pendekatan community-driven development 
Adeyemo and Kehinde (2021) menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dan kolaborasi 
antar-aktor lokal. Studi internasional juga menunjukkan bahwa community enterprises di Thailand Yang 
et al. (2025) serta koperasi desa di Afrika Edwards et al., (2024) berhasil mendorong pembangunan 
lokal karena mengutamakan inovasi usaha, perencanaan strategis, dan kemitraan dengan berbagai 
pihak. 
  Dalam konteks lokal, Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara 
mendirikan BUMDes bernama Ipilo Makmur sejak 6 Maret 2016. Pada awalnya, BUMDes ini 
menjalankan dua usaha, yaitu penyediaan Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN) dan unit simpan 
pinjam. Namun, kedua usaha ini mengalami kegagalan. Permasalahan utama muncul dari rendahnya 
kedisiplinan petani dalam memanfaatkan produk SAPROTAN serta lemahnya mekanisme 
pengembalian pinjaman pada unit simpan pinjam. Akibatnya, sejak 15 September 2020, kedua usaha 
tersebut berhenti beroperasi. 

Tebel 1. 
Anggaran Dana BUMDes Ipilo Makmur, Desa Ipilo: 

No Tahun Jumlah Anggaran 

1 2018 Rp. 50.000.000, 

2 2019 Rp. 50.000.000, 

3 2023 Rp. 70.000.000, 

4 2024 Rp. 50.000.000, 
Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

  Setelah sempat vakum, pada tahun 2023 BUMDes Ipilo Makmur kembali menerima 
suntikan dana sebesar Rp70.000.000 dari APBN yang kemudian digunakan untuk membuka usaha 
baru berupa penyewaan tenda dan kursi. Usaha ini hingga kini masih berjalan, tetapi kontribusinya 
terhadap peningkatan ekonomi masyarakat belum terlihat optimal. Hal ini menunjukkan adanya 
persoalan mendasar dalam perencanaan usaha, kreativitas pengelolaan, dan kemampuan 
membangun jejaring kerja sama dengan pihak eksternal. 
  Jika dibandingkan dengan literatur yang ada, sebagian besar penelitian BUMDes masih 
bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada fungsi BUMDes dalam meningkatkan pendapatan 
desa. Sedikit sekali penelitian yang menyoroti secara spesifik bagaimana BUMDes mampu bertahan 
setelah mengalami kegagalan usaha, atau bagaimana perencanaan, inovasi, dan pola kemitraan 
memengaruhi efektivitas pengelolaan. Dengan demikian, studi mengenai BUMDes Ipilo Makmur 
memiliki posisi strategis untuk mengisi celah tersebut. 
  Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes 
pasca kegagalan usaha sebelumnya, serta keterkaitannya dengan teori internasional tentang 
community enterprise dan resource-based view. Penelitian ini tidak hanya menjawab persoalan 
praktis pengelolaan BUMDes di Desa Ipilo, tetapi juga berkontribusi pada diskursus akademik 
mengenai strategi pengelolaan lembaga ekonomi desa yang berkelanjutan. 
  Secara konseptual, penelitian ini menekankan bahwa efektivitas pengelolaan BUMDes tidak 
hanya bergantung pada modal dan sumber daya yang tersedia, tetapi juga pada kualitas perencanaan, 
tingkat inovasi usaha, serta jaringan kemitraan strategis. Tanpa tiga aspek tersebut, keberadaan 
BUMDes akan sulit mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 
secara merata dan berkelanjutan. 
  Fenomena di Desa Ipilo menunjukkan bahwa BUMDes masih menghadapi tiga masalah 
mendasar: (1) kurangnya perencanaan berbasis potensi lokal; (2) lemahnya inovasi dalam 
mengembangkan usaha baru yang sesuai kebutuhan pasar; dan (3) rendahnya kerja sama dengan 
pihak eksternal seperti UMKM atau mitra swasta. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya daya 
saing usaha BUMDes Ipilo Makmur serta terbatasnya kontribusinya terhadap perekonomian 
masyarakat. 
  Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan 
BUMDes Ipilo Makmur secara komprehensif. Melalui kajian ini diharapkan dapat dirumuskan 
strategi pengelolaan yang lebih tepat, inovatif, dan berkelanjutan dalam mendorong pembangunan 
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ekonomi desa. Hasil penelitian juga diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pengelola 
BUMDes, pemerintah desa, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam penguatan 
kelembagaan ekonomi desa. 
  Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada pertanyaan utama: 
“Bagaimana efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ipilo Makmur 
dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Ipilo, Kecamatan Gentuma Raya, 
Kabupaten Gorontalo Utara?” 
 

METODE 
  Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ipilo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo 
Utara, yang dipilih karena desa tersebut memiliki BUMDes yang berperan penting dalam 
peningkatan ekonomi masyarakat. Waktu penelitian berlangsung selama enam bulan, mencakup 
perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan, sehingga hasil penelitian 
dapat diperoleh secara komprehensif. 
  Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk 
memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alamiah, dengan fokus pada kualitas data, 
bukan kuantitas. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen resmi yang relevan, 
sementara analisis lebih menekankan pada proses dibanding hasil semata. Dengan metode ini, 
penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan BUMDes di 
Desa Ipilo serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. 
State Of The Art 
 

No 

 

Nama/Judul/Tahun 

 

Lokasi 

Penelitian 

 

Metode 

Penelitian 

 

Fokus Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

1 (Alviant, 2022) “Efektivitas 

Pengelolaan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) 

Terhadap Kesejahteraan 

Ekonomi Masyarakat Desa 

Kupa Kecamatan 

Mallusetasi, Kabupaten 

Barru”,  

Desa Kupa 

Kecamatan 

Mallusetasi, 

Kabupaten 

Barru 

Deskriptif 

Kualitatif 

Mengevaluasi 

efektivitas 

pengelolaan 

BUMDes Desa 

Kupa serta 

dampaknya terhadap 

peningkatan 

kesejahteraan 

ekonomi masyarakat 

desa. 

Hasil Penelitian Badan 

Usaha Milik Desa Kupa 

masih belum maksimal 

terhadap kesejahteraan 

ekonomi masyarakat. Hal 

ini dikarenakan masih ada 

beberapa unit usaha 

BUMDes yang belum 

berjalan. Meskipun masih 

ada beberapa unit yang 

belum berjalan, tapi 

dengan unit yang lainnya 

masih bisa memberikan 

sedikit sumbangsi kepada 

Desa dan masyarakat, 

maka dari itu diperlukan 

adanya pengembangan unit 

usaha yang nantinya dapat 

memberikan kesempatan 

kerja kepada masyarakat. 

 

2 M. Ikhlasul Amal (2022), 

“Analisis Efektivitas 

Pengelolaan BUMDes Sido 

Makmur Dalam 

Meningkatkan Ekonomi 

Pedesaan Di Desa Sidodadi 

Kecamatan Tempurejo 

Kabupaten Jember”,  

Desa 

Sidodadi 

Kecamatan 

Tempurejo 

Kabupaten 

Jember 

Deskriptif 

Kualitatif 

Menganalisis sejauh 

mana pengelolaan 

BUMDes Sido 

Makmur efektif 

dalam meningkatkan 

ekonomi masyarakat 

pedesaan di Desa 

Sidodadi. 

Badan Usaha Milik Desa 

dalam meningkatkan 

ekonomi pedesaan di Desa 

Sidodadi sudah terbilang 

cukup efektif dengan 

mempunyai banyak jenis 

usaha.Darisegi 

pengorganisasian BUMDes 

sudah terbentuk dan 

terstruktur namun kendala 

yang dihadapi adalah 

sistem pembagian kerja 



23993 | Journal of Innovative and Creativity , 5(2) 2025 

masih kurang sesuai 

dengan kurang giatnya dari 

setiap individu yang berada 

dalam pengorganisasian 

tersebut, untuk 

pelaksanaan berjalan 

dengan lancar karena 

adanya dukungan dari 

masyarakat dan pemerintah 

desa dalam 

mengembangkan potensi 

desa yang ada, terkait 

pengawasan sudah berjalan 

dengan baik, akan tetapi 

masalah yang dihadapi 

untuk tahun sekarang 

mulai tidak adanya laporan 

pertanggung jawaban 

sehingga dari pihak desa 

dan masyarakat tidak bisa 

mengetahui laporan 

tersebut. 

 

3 I Made Suwecantara, Iman 

Surya, Gunthar Riady (2028), 

“Efektivitas Pengelolaan 

Badan Usaha Milik Desa 

Dalam Meningkatkan 

Pendapatan asli Desa (Studi 

Asli Kasus Desa Bumdes 

Madani Di Desa Santan 

Tengah Kecamatan 

Marangkayu Kabupaten 

Kutai Kartanegara)”  

Desa Santan 

Tengah 

Kecamatan 

Marangkayu 

Kabupaten 

Kutai 

Kartanegara 

Deskriptif 

Kualitatif 

Menganalisis 

efektivitas 

pengelolaan 

BUMDes Madani 

dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Desa (PADes) di 

Desa Santan 

Tengah, serta 

mengidentifikasi 

kendala dalam 

pengelolaannya 

melihat bahwa dalam 

proses pencapaian tujuan 

organisasi dari BUMDES 

Madani Desa Santan 

Tengah dari dua indikator 

yaitu pelayanan dan 

pendapatan asli desa belum 

tercapai sesuai dengan 

tujuan awal dari organisasi. 

Dari segi pelayanan 

BUMDES Madani belum 

mampu mencapai target 

pelayanan dimana target 

awal dari BUMDES 

Madani ialah mampu 

memberikan pelayanan air 

bersih kepada seluruh 

warga di Desa Santan 

Tengah sedangkan untuk 

saat ini target itu belum 

mampu dicapai 

dikarenakan pompa air 

masih dalam pemesanan. 

Pendapatan asli desa 

BUMDES Madani juga 

belum mampu 

memberikan kontribusi, 

dimana target awal dari 

pendapatan asli desa yang 

akan diberikan oleh 

BUMDES Madani ke 

pemerintah desa ialah lima 

ratus ribu sampai satu juta 

rupiah perbulan. Akan 

tetapi hal tersebut masih 

menemui hambatan karena 

rumah warga yang teraliri 

air kurang dari 300 rumah 
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sehingga pendapatannya 

belum mampu mencapai 

target awal. Jika rumah 

warga yang teraliri air 

bersih sudah lebih dari 500 

rumah baru kemudian 

mampu memberikan 

kontribusi terhadap 

pendapatan asli desa. 

 
Konsep Efektivitas 
  Efektivitas berasal dari kata effective yang berarti berhasil atau mampu mencapai tujuan 
dengan baik. Dalam organisasi, efektivitas dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu kegiatan 
dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Berbeda dengan efisiensi yang menekankan pada 
penggunaan sumber daya secara hemat, efektivitas lebih menekankan pada hasil akhir yang 
bermanfaat. Suatu program dikatakan efektif apabila berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta 
memberikan dampak positif bagi tujuan organisasi. 
  Beberapa ahli mendefinisikan efektivitas dengan penekanan berbeda. (Purwoko, 2010) 
menyebut efektivitas sebagai kemampuan organisasi mencapai tujuan melalui program yang 
dijalankan. menegaskan efektivitas di sektor publik sebagai derajat keberhasilan dalam menyediakan 
pelayanan masyarakat sesuai sasaran. (Garvera, 2023) menambahkan dimensi kesesuaian dengan 
biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan. Dengan demikian, efektivitas dapat disimpulkan sebagai 
ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya secara 
tepat. 
  Untuk mengukur efektivitas dibutuhkan indikator yang jelas agar evaluasi tidak bersifat 
subjektif. Indikator efektivitas merupakan parameter untuk menilai sejauh mana kegiatan atau 
program mencapai output, outcome, maupun dampak sesuai tujuan. Indikator yang baik harus 
memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) agar dapat menjadi 
ukuran yang valid dan terukur. 
  Secara umum, indikator efektivitas dapat dibagi menjadi tiga: input (sumber daya yang 
digunakan seperti anggaran dan tenaga kerja), output (hasil langsung dari kegiatan seperti jumlah 
layanan atau produk), dan outcome/impact (perubahan atau manfaat jangka panjang seperti 
peningkatan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat). Indikator ini juga berfungsi sebagai alat 
akuntabilitas, dasar pengambilan keputusan, serta pendorong peningkatan kinerja organisasi. 
  Meski demikian, perancangan indikator efektivitas menghadapi tantangan seperti 
keterbatasan data atau kesulitan mengukur tujuan kualitatif. Oleh karena itu, indikator harus disusun 
secara kontekstual, relevan dengan tujuan organisasi, dan sensitif terhadap perubahan. Dalam 
konteks pembangunan desa, indikator efektivitas penting digunakan untuk menilai sejauh mana 
BUMDes benar-benar mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 
Konsep BumDes 
  Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam strategi pembangunan 
nasional yang berkelanjutan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, desa tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang 
memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan potensi wilayahnya secara 
mandiri. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa untuk menggali potensi lokal 
sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu bentuk konkret dari implementasi 
kebijakan tersebut adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Setianingsih & Abduh, 
2025; (Putra et al., 2025). 
  BUMDes adalah badan usaha yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh desa dengan modal 
yang sebagian besar berasal dari penyertaan kekayaan desa yang dipisahkan (Nurfaisal et al., 2024). 
Sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 20 
Tahun 2018, BUMDes berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mengelola aset desa, 
memberikan pelayanan, serta mengembangkan usaha-usaha produktif yang berbasis potensi lokal. 
Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa pendirian BUMDes harus 
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berlandaskan semangat kebersamaan dan gotong royong, dengan tetap berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
  Secara filosofis, BUMDes memiliki karakteristik berbeda dengan badan usaha konvensional. 
Orientasinya tidak semata-mata mencari keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat 
sosial bagi masyarakat desa. Dengan demikian, keberadaan BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai 
penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan 
kemandirian desa (Ariyan et al., 2025). 
Karakteristik BUmDes 
  BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa memiliki ciri khas yang membedakannya dari 
badan usaha konvensional. Pertama, modal usaha BUMDes bersumber dari desa dan masyarakat, 
dengan komposisi kepemilikan mayoritas berasal dari desa sehingga pengelolaannya mencerminkan 
kepentingan bersama. Kedua, operasional BUMDes dijalankan berdasarkan falsafah bisnis yang 
berakar pada kearifan lokal, sehingga jenis usaha yang dijalankan selalu menyesuaikan potensi serta 
kebutuhan masyarakat desa. Ketiga, keuntungan yang diperoleh tidak hanya diperuntukkan bagi 
pengembangan usaha, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
kebijakan desa. Keempat, pelaksanaan kegiatan BUMDes selalu mengedepankan asas kekeluargaan, 
gotong royong, serta pengawasan partisipatif antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat (Bete et 
al., 2024). 
  Tujuan pendirian BUMDes juga sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi 
desa. Pertama, BUMDes bertujuan meningkatkan perekonomian desa melalui usaha-usaha produktif 
yang dikelola secara profesional. Kedua, BUMDes berfungsi untuk mengoptimalkan pemanfaatan 
aset desa agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ketiga, BUMDes 
diarahkan untuk mendorong usaha masyarakat dengan berbasis pada potensi lokal, sehingga 
memberikan nilai tambah bagi produk atau jasa desa. Keempat, BUMDes juga diharapkan mampu 
menjalin kerja sama antar-desa maupun dengan pihak ketiga dalam rangka memperluas jaringan 
pasar. Kelima, pendirian BUMDes menjadi sarana penciptaan lapangan kerja baru yang dapat 
mengurangi pengangguran di desa. Keenam, melalui keberadaan BUMDes, desa dapat 
meningkatkan pelayanan publik, pemerataan ekonomi, sekaligus memperbesar pendapatan asli desa. 
Dengan demikian, tujuan utama BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi 
juga pada kesejahteraan sosial masyarakat desa secara menyeluruh. 
  Namun dalam pelaksanaannya, BUMDes menghadapi berbagai tantangan yang perlu 
mendapat perhatian serius. Pertama, kapasitas manajerial pengelola sering kali masih terbatas, baik 
dalam aspek administrasi, tata kelola keuangan, maupun perencanaan usaha. Kedua, keterbatasan 
akses modal menjadi kendala dalam memperluas skala usaha, karena tidak semua desa memiliki 
sumber pembiayaan yang memadai. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes 
terkadang rendah, sehingga keberadaan BUMDes kurang optimal sebagai wadah ekonomi 
partisipatif. Keempat, keterbatasan akses pasar juga menjadi hambatan, terutama dalam menghadapi 
persaingan dengan produk atau jasa dari luar desa. Kelima, banyak BUMDes yang belum mampu 
mengembangkan inovasi usaha sesuai dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia, dan dukungan kolaboratif dari pemerintah, swasta, maupun akademisi menjadi kunci agar 
BUMDes dapat berkembang lebih berkelanjutan. 
  Dengan memperhatikan karakteristik, tujuan, serta tantangan tersebut, jelas bahwa BUMDes 
memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi desa. Namun keberhasilan BUMDes 
tidak hanya ditentukan oleh regulasi atau pendiriannya, melainkan juga oleh sejauh mana masyarakat 
terlibat aktif, tata kelola dijalankan secara akuntabel, serta sinergi dibangun dengan berbagai 
pemangku kepentingan. Pada akhirnya, BUMDes diharapkan dapat menjadi instrumen transformasi 
sosial-ekonomi desa yang berlandaskan kemandirian, kebersamaan, dan keberlanjutan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
  Sejarah BUMDes di Desa Ipilo berawal dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa yang memberikan kewenangan bagi desa untuk mengelola potensi dan asetnya secara 
mandiri. Menindaklanjuti regulasi tersebut, Pemerintah Desa Ipilo bersama Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) dan masyarakat sepakat mendirikan BUMDes melalui Peraturan Desa Ipilo Nomor 01 
Tahun 2016. Langkah ini dipandang penting karena mayoritas masyarakat Desa Ipilo 
menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil, yang sebenarnya memiliki 
potensi besar namun belum terkelola secara maksimal. 
  Seiring dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan penguatan kelembagaan, pada tahun 
2024 Pemerintah Desa Ipilo kembali menetapkan regulasi baru melalui Peraturan Desa tentang 
pendirian BUMDes. Dalam aturan ini, BUMDes Desa Ipilo diberi nama resmi BUMDes “Ipilo 
Makmur”, yang memiliki kedudukan hukum sebagai badan usaha desa dengan fungsi mengelola aset 
desa, mengembangkan investasi, meningkatkan produktivitas, serta memberikan pelayanan untuk 
kesejahteraan masyarakat. Nama Ipilo Makmur sendiri mencerminkan harapan agar BUMDes dapat 
menghadirkan kemakmuran bagi seluruh warga desa. 
  Untuk memperkuat keberadaannya, pemerintah desa memberikan penyertaan modal awal 
sebesar Rp 284.347.441,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 
Modal ini menjadi pijakan awal bagi BUMDes Ipilo Makmur untuk menjalankan unit-unit usaha 
yang berbasis potensi lokal. Selain itu, BUMDes dibentuk dengan struktur organisasi sesuai 
ketentuan perundang-undangan, meliputi Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan 
pengawas, sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. 
  Sejarah pendirian BUMDes Ipilo Makmur pada akhirnya mencerminkan komitmen bersama 
pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. 
Dengan regulasi yang kuat, modal awal yang memadai, serta partisipasi masyarakat, BUMDes ini 
diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan 
asli desa, dan menghadirkan kesejahteraan yang merata di Desa Ipilo. 
Pembahasan 
  Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi penting 
dalam mendorong kemandirian ekonomi desa sekaligus memperkuat pembangunan berbasis potensi 
lokal. Keberadaan BUMDes tidak hanya dimaknai sebagai lembaga usaha, tetapi juga sebagai 
instrumen pemberdayaan yang mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi masyarakat desa. Dalam 
kerangka teori pembangunan partisipatif dan good village governance, pengelolaan BUMDes 
menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat, perencanaan yang matang, inovasi berkelanjutan, 
serta kerja sama yang sinergis dengan berbagai pihak (Gray et al., 2022; Ansell & Gash, 2018).  
  Realitas di Desa Ipilo menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk mengoptimalkan 
peran BUMDes melalui perencanaan usaha, inovasi produk dan layanan, serta kolaborasi dengan 
kelompok masyarakat maupun pelaku usaha lokal. Namun, praktik di lapangan tidak terlepas dari 
berbagai keterbatasan, sehingga teori dapat berfungsi sebagai pisau analisis sekaligus kritik terhadap 
kondisi aktual. Oleh karena itu, pembahasan ini akan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu 
perencanaan, inovasi, dan kerja sama, yang saling berkaitan dalam menentukan efektivitas BUMDes 
Ipilo sebagai penggerak ekonomi desa. 
Perencanaan 
  Perencanaan strategis dalam pengelolaan BUMDes merupakan proses penting untuk 
menentukan arah, mengidentifikasi potensi, serta mengalokasikan sumber daya secara efektif. 
Menurut (Nurfaisal et al., 2024; Ariyan et al., 2025), perencanaan berbasis potensi lokal adalah 
instrumen utama bagi desa dalam mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal serta 
menciptakan nilai tambah ekonomi. Dalam konteks BUMDes Desa Ipilo, perencanaan dilakukan 
dengan memanfaatkan potensi pertanian, perikanan, dan usaha kecil yang menjadi basis utama 
kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan teori pembangunan partisipatif yang 
menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan agar tercipta rasa 
memiliki yang kuat (Stott, 2022). 
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  Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perencanaan BUMDes Desa Ipilo masih 
menghadapi tantangan dalam hal konsistensi pelaksanaan. Misalnya, keterbatasan sumber daya 
manusia yang memahami manajemen usaha desa seringkali membuat implementasi perencanaan 
tidak optimal. Menurut Annisa & Tristiani, (2025), banyak BUMDes di Indonesia gagal berkembang 
bukan karena kurangnya modal, tetapi karena lemahnya kapasitas perencanaan dan pengelolaan. Hal 
ini dapat menjadi kritik bahwa idealitas perencanaan strategis belum sepenuhnya terwujud di tingkat 
lokal, termasuk di Desa Ipilo. 
  Selain itu, teori tata kelola desa yang baik (good village governance) menekankan pentingnya 
transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan (Putri et al., 2024; Junaedi, 2023). Fakta di 
lapangan menunjukkan bahwa proses musyawarah desa di Ipilo sudah dilakukan, namun masih 
diperlukan penguatan dokumentasi dan monitoring agar arah perencanaan dapat terukur dengan 
jelas. Dengan demikian, teori dapat menjadi alat refleksi sekaligus kritik terhadap praktik nyata yang 
masih membutuhkan perbaikan dalam hal sistem pengawasan. 
  Secara keseluruhan, perencanaan BUMDes Ipilo sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan 
berbasis potensi lokal, namun masih perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tata 
kelola agar mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan perencanaan yang lebih 
terukur, partisipatif, dan transparan, BUMDes Ipilo berpotensi besar menjadi penggerak ekonomi 
desa yang berkelanjutan. 
Inovasi 
  Inovasi merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha desa. Teori inovasi 
sosial menekankan bahwa desa harus mampu menghadirkan terobosan dalam bentuk produk, 
layanan, maupun mekanisme kerja yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Vidinata, 2025). 
Dalam konteks Ipilo, upaya inovasi terlihat dari gagasan pembentukan toko pertanian yang tidak 
hanya menjual produk, tetapi juga memberikan konsultasi sederhana bagi petani. Model ini 
mencerminkan penerapan inovasi berbasis kebutuhan (need-based innovation) yang berorientasi pada 
pemecahan masalah nyata. 
  Meski demikian, tantangan muncul ketika inovasi hanya berhenti pada tahap gagasan tanpa 
ada eksekusi berkelanjutan. Menurut Karyana, (2023), banyak BUMDes kesulitan mempertahankan 
inovasi karena keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan, serta kurangnya dukungan teknologi. 
Hal ini juga relevan dengan kondisi di Desa Ipilo, di mana keterbatasan akses digital menjadi kendala 
untuk mengembangkan pemasaran berbasis teknologi. 
  Dari sisi teori, literatur menegaskan bahwa inovasi di desa seharusnya tidak hanya terfokus 
pada aspek produk, tetapi juga pada model kelembagaan dan manajerial Effendi et al., (2022). Kritik 
ini penting bagi BUMDes Ipilo, sebab inovasi yang dilakukan masih cenderung berorientasi pada 
usaha ekonomi semata tanpa memperhatikan sistem pengelolaan internal yang adaptif terhadap 
perubahan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara idealitas teori dan realitas lapangan. 
  Walau begitu, potensi inovasi tetap terbuka lebar. Misalnya, usaha peternakan ayam dapat 
dikembangkan melalui integrasi rantai pasok dan distribusi, sementara kerja sama dengan UMKM 
lokal dapat memperkaya variasi produk dan memperluas akses pasar. Jika diarahkan sesuai teori 
inovasi sosial, maka BUMDes Ipilo dapat memperkuat daya saing sekaligus menciptakan ekosistem 
usaha desa yang berkelanjutan. 
Kerja Sama 
  Kerja sama merupakan pilar penting dalam penguatan kelembagaan BUMDes. Menurut 
konsep collaborative governance Ansell & Gash, (2018), kerja sama antara pemerintah desa, BUMDes, 
masyarakat, dan mitra eksternal dapat menciptakan sinergi yang memperluas peluang ekonomi. 
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa BUMDes Ipilo sudah mulai menjalin kemitraan dengan 
kelompok tani dan kelompok peternak, meskipun cakupannya masih terbatas. 
  Teori juga mengkritisi bahwa tanpa kerja sama yang kuat, BUMDes akan kesulitan 
memperluas pasar dan mengembangkan unit usaha (Eweje et al., 2021; Gray & Dewulf, 2021). Hal 
ini terlihat di Ipilo, di mana keterbatasan jaringan pemasaran membuat beberapa unit usaha masih 
beroperasi dalam lingkup lokal. Padahal, idealnya BUMDes mampu menjangkau pasar antar-desa 
bahkan lintas daerah melalui strategi kolaboratif. 
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  Selain kerja sama antardesa, literatur terbaru menekankan pentingnya kolaborasi dengan 
UMKM dan sektor swasta sebagai upaya memperkuat daya saing (Nonet et al., 2022; Surya et al., 
2025). Dalam hal ini, BUMDes Ipilo masih perlu memperluas hubungan kemitraan agar usaha yang 
dijalankan tidak hanya bergantung pada satu sektor. Dengan kata lain, realitas lapangan masih 
menunjukkan keterbatasan dalam memanfaatkan peluang kerja sama yang lebih luas. 
  Dengan memperkuat kerja sama multipihak, BUMDes Ipilo dapat menghadirkan 
keberlanjutan usaha, meningkatkan kapasitas SDM melalui transfer pengetahuan, serta menciptakan 
dampak ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat. Kerja sama tidak hanya menjadi strategi, tetapi 
juga kebutuhan fundamental untuk memastikan BUMDes mampu beradaptasi dengan dinamika 
pembangunan desa di era modern. 
 

KESIMPULAN 
  Pengelolaan BUMDes Ipilo menunjukkan bahwa upaya membangun kemandirian ekonomi 
desa tidak dapat dilepaskan dari perencanaan yang matang, inovasi yang berkelanjutan, dan kerja 
sama yang saling menguntungkan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketiga aspek tersebut 
telah mulai dijalankan, namun masih menghadapi keterbatasan baik dari sisi sumber daya manusia, 
kapasitas kelembagaan, maupun dukungan ekosistem usaha desa. Hal ini menegaskan bahwa 
keberhasilan BUMDes bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga terkait dengan bagaimana desa 
mampu membangun tata kelola yang transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan 
zaman. 
  Secara reflektif, BUMDes Ipilo masih berada pada fase pencarian bentuk ideal. Perencanaan 
yang telah dilakukan memang memberikan arah yang jelas, tetapi implementasinya sering kali 
terhambat oleh keterbatasan manajerial dan pemanfaatan data potensi desa yang belum maksimal. 
Dari sisi inovasi, meskipun sudah ada langkah untuk menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan 
kebutuhan masyarakat, kreativitas dan keberanian mengambil terobosan baru masih perlu diperkuat. 
Sementara itu, kerja sama yang terbangun antara BUMDes, masyarakat, dan pelaku usaha lokal 
memang telah membuka peluang, tetapi hubungan tersebut belum sepenuhnya dikelola dalam 
kerangka kemitraan strategis yang berkelanjutan. 
  Secara kritis, kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara idealitas teori dengan realitas 
lapangan. Teori perencanaan strategis menuntut proses berbasis data dan analisis mendalam 
(Bryson, 2021), tetapi praktik di lapangan masih cenderung pragmatis dan reaktif. Demikian pula, 
teori inovasi menekankan pentingnya penciptaan nilai tambah yang berorientasi pada daya saing 
(Effendi et al., 2022), sementara inovasi di Desa Ipilo baru sebatas pada adaptasi kebutuhan dasar 
masyarakat. Dalam hal kerja sama, pendekatan kolaboratif sebagaimana dipaparkan Ansell & Gash 
(2021) seharusnya mendorong kesetaraan dan keberlanjutan, namun praktiknya masih lebih banyak 
bergantung pada hubungan transaksional jangka pendek. 
  Olehnya, refleksi kritis terhadap pengelolaan BUMDes Ipilo menunjukkan bahwa ke depan 
diperlukan konsistensi dalam menyelaraskan teori dan praktik. Desa tidak cukup hanya 
mengandalkan regulasi dan modal awal, tetapi juga harus menanamkan budaya manajerial yang 
berbasis data, memperkuat kapasitas inovasi dengan memanfaatkan teknologi, serta membangun 
jejaring kerja sama yang strategis dan berorientasi jangka panjang. Apabila ketiga aspek ini mampu 
dijalankan secara konsisten, maka BUMDes Ipilo berpotensi bukan hanya menjadi motor penggerak 
ekonomi desa, melainkan juga model kelembagaan desa yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan 
dalam menjawab tantangan pembangunan di era modern. 
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